
L Undang-Undang Darurat Nern .. r 7 Tah o .1956 k11t.ang 
Pcrnbentukan Da•::n:\.h ()tonom Kabupatc n r,."al,;..;paku 
dularn Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara 
tL.-:mlJaran <~gar.a .Rt:ptd1lik Indonesln Tahun 1959 
Nomor 58, Tarnbahan Lembaran Nq~ara Republik 
Indonesia Nomor 1092); 

a. bahwa guna rnewujudkan kehidupan berbangsa dan 
bernegara dalam penyelenggaraan Pemerlntah Daerah 
yang c-i:-,:ne.r,~tJ)k.\n ;nlnsiv-·prLnsip lrih1_ kt:I•:..i -, 
pernerintahan yang baik, bersih dau efektit' sesuai 
Peraturan Presiden nomor 55 Tahun 2012 tentang 
Strategi Nasional Pencegahan dim Pemberantasan 
Korupsi .Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka 
Menengah Tahun 2014-2016; 

b. bahwa dalam rangka untuk rnencegah clan mempercepat 
pernberantasan korupai, kolusi dan nepotisme di 
Kabupaten Nias perlu menyusun Rencana Aksi Daerah 
Pemberantasan Korupsi Pemerintah Kabupaten Nia 
Tahun 2014-20 16 yang ditetapkan dengan Peraturan 
Bupati; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana 
dirnaksud 'dalarn huruf a dan huruf b, perlu menerapkan 
Peraturan Bupari Nias tentang Rcncana Aksi Daerah 
Pcmberanraean Ko 1 sJ £""cn'h,1inta. Kabupaten Hia$ 
Tahun 2014--2016; 

BUPATI NIAS. 
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2. Undang-Undang Nornor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nornor 31 Tahun 1999 tentang 
Pernberantasan Tindak Pidana Korupsi [Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tarnbahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 3874)1 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang 
Undang Nornor ~l 1 Tahun 1999 tentang Pernberantasan 
Tindak Pidana Korupsi [Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nornor 134, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 

4. Undang-Undang Nornor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pernbcrantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 

5. Undang-Undang Nornor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pernerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daer-all (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nornor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nornor 5234); 

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494); 

8. Undang-Undag Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Nl'.!ga Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lernbaran 
Negara Republik Indoneaia Nornor 5587): 

9'. P,~raturr.m Pemerin tab Pe.ugg:m.t.i Undang- Undf.:1.ng 
Nomor '.4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang 
Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemerirrtahan 
Daerah (Lembaran tfog(m1 R,~pubfik Indonesia Tahun 
201.4 Nomor 246, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5589); 



I 0. Peraruran Pemerintah Nornor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pernerintah, 
Pt~merint.ahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaterr/Kota [l.embaran Negara R.t-~publi.k Indonesia. 
Tahun .2007 Nornor .82, Tambahan Lernbaran Negara 
R,.~pub.tik Indonesia Nemer 47:381; - 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 20 W tentang 
. Displin Pegawai Negeri Sipil (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 NQm' r 74, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 

12. Peraturan Presiden Nomor l Tahun 2008 tentang Tata 
cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dan Pemberian 
Penghargaan dalarn Pencegahan dan Pernberantasan 
Tindak Pidana Korupsi; 

13. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang 
Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan 
Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan .Jangka 
Menengah Tahun 2012-2014; 

14. lnstruksi Presiden Nornor 5 Tahun 2004 tentang 
Percepatan Pemberantasan Korupsi; 

15. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi 
f>1mceg~1ha.ri dan Pemberantasan Korupsi Tahun ~?OJA, 

16. Peraturan Pernerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 5 Tahun 2008 
tentang Urusan Wajib dan Pilihan yang menjadi 
Kewenangan Kabupaten Nias [Lernbaran Daerah 
Kabupaten Nias Tahun 2008 Nomor 12 Seri E, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nornor 13); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 6 Tahun 2008 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah 
Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Nias [Lernbaran Daerah Kabupaten 
Nias Tahun 2008 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lernbaran 
Daerah Kabupaten Nias Nomor 7); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 7 Tahun 2008 
tentang Organisaai dan Tata Ker]a Dlnas-Dinas Daerah 
Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias 
Tahun 2008 Nornor 7 Seri D, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Nias NnTY>,w' ~); 



PERATURAN BUPATI IIIAS TElfTANG REl'fCAlfA AKSI 
DAERAH PEMBERANTASAN KORUPSI P£MERINTAH 
KABUPATEl'f NlAS TA.HUN ~014-2016. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

Mempcrhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Ncgeri Nomor 35&/8429/S.J 
tanggal 25 November 2013 tentang Panduan 
Penyusunan, Pelaksanaan dan P Iaporan Aksi 
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPKi 
Pemerintah Daerah Tahun 2014; 

20. Peraruran Dacrah Kabupatcn Nlas Nomor 8 Tahun :2008 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Lernbaga Teknis 
Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten 
Nias Tahun 2008 Nomor 8 Seri. D, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Ni.-,s Nemer 9); 

2L Peraturan Daerah Kabupaten Nias Numor 9 'l'ahun 2008 
tent:1-ng Orr,;ztfl :~asi dan Tata Keria Kt!l'.'~m:i.t:m ,fa,1 
Kt~l ra.h.;.ti KabupatI~n Nius (Lcmharrm D::t~t-~th kil~Uf,t\icn 
Niss Tahun 2008 Nomor ri Seti. D, J'.:unbaJ at, Lernbaran 
Daerah Kabupaten Nias Nomor l.O); 

22. P..;·.:'aturnl'l. Da<.'.rnh Knhupat·:i f'Ji.a~1 N-::iic;llr HI' ahun 1C i 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sadan Pelayanan 
Perizinan Terpadu Kabupaten Nias (Lembaran Daerah 
Kabupaten Nias Tahun 2008 Nomor 10 Seri 0, Tambahan 
Lernbaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 11); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nornor 2 Tahun 2011 
tentang Organisasi clan Tata Kerja Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias 
(Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 201 l Nomor 2 
Seri D, Tarnbahan Lembaran Daerah Kabnpaten Nias 
Nomor 2); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 13 Tahun 2011 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah (RRJMD) Kabupaten Tahun Nias Tabun 2011- 
20 ifi {i ·m.ba.ran. "Dae rah Kabupaten Nias Tah uu 2011 
Nomor i3 Seri E. Tarnbahan Lernbaran Dacrah 
Kabupaten Nias Nornor 13); 

25. Perat.uran Daerah Kabupaten Nias Nomor 3 Tahun 2012 
tentang Pembentukan Kecamatan Sogae'adu (Lembaran 
Daerah Kabupaten Nias Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, 
Tambahan Lembaran Daeran Kabupaten Nias Nomor 3); 



" 

Pa.sat 5 
Pelaksanaan RAD-PK Kabupaten, terdiri dari : 
a, Perbaikan Sistem Administrasi Pcmerintahan; 

,.. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; 
c. Penataan Adrniniatrasi Keuangan; 

Pasal 4 
[I] RAD-PK f..(:liaga;1oii:>.hd. <liir«.:k;.;ud dalam Pasal 2 rnerupakan program 

atau kegiatan pencegahan, penindakan, koordinasi, monitoring dan 
evaluasi pelaksanaan pencegahan dan pem berantasan korupsi. 

(2) RAD--PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan di Pcraturan 
Bupati ini. 

. Pa.Ml z 
(1) Materi RAO··PK disusun dengan sistematika sebagai buikllt: 

BAB I PENDAHULUAN 
BAB II RENCANA AKSJ DAERAH PEMBERANTASAN KORUPSI 
BAB III STRATEGT PELAKSANAAN, MONITORING DAN EVALUASI 
BAB IV PENUTUP 

(2) Materi RAD-PK sebagaimana dimaksud pada ayat (l l tercantum dalarn 
Lampiran clan rnerupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan 
Peraturan Bupati ini. 

Pual2 
RAD,.PK Kabupaten Nias merupakan dokumen aksi daerah pemberantasan 
korupsi yang berisi. arah kebijakan pernberantasan korupsi dan strategi 
untuk mendukung percepatan pemberantasan korupsi di Kabupaten Nias . 

Paull 
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 
J.. Daerah adalah Kabuparen Nias 

;>,. f'l~mmintah. Daeruh adalah 8;_{pftt1 dan Perangl-r:;jJ Daerah Jairu1y~: 
f:ebag;cti rmzur pc:uydc,:,ogga.r:,ari pi:-m•.::ri.nb:·.ha.n d.;ieroJ,. 

J Btrpati adalah Bupati Nias. · 
q,_ (t,;,n,;,,.fw ,t\ks_; ri~,;:r{J\'i P(smbctatll:i'.t:isarJ. KO~'Upi;;i :rru,g ~et::-.ui.jut,r.y~ dis,!bUi: 

t'./1...D·PK sdalah pr,'!gr-;irn ::1ta•.i lugiutrm yirn.f'. diiaksanakan dalarn rangka 
pencegahan dan pemberantasau korups. di Kabupaten Nias Tahun 
2014-2016. 

5. Tim Koordinasi Pencegahan riM1 Pernberantasan Korupsi Kahupaten 
Nias setanjutnya disebut TKPPK adalah wadah koordinasi lintas sektoral 
dan Iintas pernangku kepentlngan untuk pencegahan dan 
pernbcrantasan korupsi dalarn Kabupaten Nias yang berkedudukan 
dibawah dan tanggungjawab kepada Bupati Nias. 

6. Peran serta masyarakat adalah peran aktif perorangan, organisasi 
rnasyarakat atau Iernbaga swadaya rnasyarakat dalarn pcncegahan dan 
pemberantasan tindak pidana korupsi. 



BERl!T'A DAERi\lt K.A'BUPATEN NIAS 1'.A.HU'N 2014'· NOMOR ! 131 ~ERi ~ fi.: 

Diundangkan di Ounungsitoli Selatan 
pada tanggal 29 Dosernber 20 14 

SEKRBTARIS DAERAH KABl!JPATEN NJAS, 

,)~:!BA 

Ditetapkan di Gunungsitoli Selatan 
pada tanggal 29 Desember 2014 

BUPATl NIAS, 
ttd 

SOKHIATULO LAOLl 

.Pua18 
Peraturan Bupati Nias ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati Nias ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Nias. 

Pasal 7 
(I) Pelaporan Pelaksanaan RAD-PK Kabupaten disampaikan oleh T1m 

sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 6 kepada Bupati. 
(2) Hasil Iaporan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rnenjadi laporan 

Bupati untuk disarnpaikan kepada Menteri Dalarn Negni, Mi::nteri 
Perencanaan Pernbangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan 
Pembangunan Nasional d:an Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan 
Pengendallan Pembangunan (U.KP4) . 

Pual 6 
(1) Dalam melakukan koordinasi, pengawasan monitoring dan evaluasi 

terhadap pelaksanaan RAD-PK Kabupaten sebagaimana dimaksud 
Pasal 2, dibentuk Tim Koordinasi Pencegahan dan Pemberantasan 
Korupsi Kabupaten Nias Tahun 2014 . 

(2} Tim sebagaimane dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan 
Bupati. 


